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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
NOMOR  2  TAHUN  2013 

 

TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN KESEHATAN 

 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GARUT, 

 

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi 

manusia dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945; 
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b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dilaksanakan 

berdasarkan prinsip non diskriminatif, 

partisipatif dan berkelanjutan serta dalam 
rangka meningkatkan sumber daya 

manusia dan daya saing untuk 
melaksanakan pembangunan di daerah 

dan mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat; 

c. bahwa pembangunan kesehatan secara 
menyeluruh diselenggarakan berdasarkan 

kondisi lokal umum dan spesifik sesuai 

dengan determinan sosial budaya, dengan 
tata kelola yang efektif dan produktif 

dengan melibatkan seluruh komponen 
yang bertanggung jawab terhadap 

terselenggaranya kesehatan, sehingga 
perlu pengaturan yang komprehensif; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Kesehatan. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktek Kedokteran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4431); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004                 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009               

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5062); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009                   

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5068); 
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11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009                 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
1995 tentang Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3609); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1996 tentang Tenaga Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
1998 tentang Pengamanan Sediaan 

Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3781); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4424); 


